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Draft 

 

 

 
 

 

PERATURAN GUBERNUR BANTEN 

NOMOR 34 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 7 TAHUN 

2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR BANTEN, 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 160 ayat (4), 

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara 

mengubah peraturan kepala daerah tentang 

penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, 

untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan 

peraturan daerah tentang perubahan APBD; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 

90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Banten Tahun Anggaran 2017, BAB V Ketentuan 

Lainnya pada ayat(4) menyatakan pergeseran 

uraian dalam rincian obyek berkenaan dan 

pergeseran antar rincian obyek belanja dalam 

obyek belanja berkenaan ditetapkan oleh PPKD 

dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis 

belanja berkenaan ditetapkan oleh Sekretaris 

Daerah untuk kemudian di lakukan dengan cara 

mengubah Peraturan Gubernur tentang 

Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan 

untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan       

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, 

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017. 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2016 tentang  Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2007 tentang  Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang  Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4485); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 

tentang  Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang  Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 

Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten 

Nomor 2 Seri E); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten 

Nomor 31); 

24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 

2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Gubernur  Nomor 3 Tahun 2016 

tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2016 Nomor 3); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1Tahun 

2017tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 1). 
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  MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 7 
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2017. 
 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Berita  Daerah  Provinsi  Banten Tahun 2017 

Nomor7), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017dengan rincian sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula Rp9.790.923.478.551,00 

b. Bertambah Rp                            0,00 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp9.790.923.478.551,00 

2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp10.349.986.542.551,00 

b. Bertambah Rp           0,00 

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp10.349.986.542.551,00 

Defisit setelah perubahan                         Rp    (559.063.064.000,00) 

 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula Rp     559.063.064.000,00 

2) Bertambah Rp      0,00 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp 559.063.064.000,00 

setelah perubahan 
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b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula Rp             0,00 

2) Bertambah Rp                           0,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp   0,00 

setelah Perubahan 

 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp     0,00 

setelah perubahan 

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  Rp                            0,00  

Tahun Berkenaan    

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 2 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), 

dituangkan dalam Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 

(2) Ringkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terinci 

dituangkan dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam 

Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2), dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 
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Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Banten. 

 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 9 Mei 2017 
 

Pj.GUBERNUR BANTEN, 

 

ttd 

ttd 
 

 

NATA IRAWAN 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal9 Mei 201730 
 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI BANTEN, 

 
ttd 

 

 

RANTA SOEHARTA 

 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 34 

 

 
   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

ttd 

 

AGUS MINTONO, SH. M.Si 

Pembina Tk. I 

NIP. 19680805 199803 1 010 

 

 

 

AGUS MINTONO, SH. M.Si 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19680805 199803 1 010 


